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 Perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari 
hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun 
(yes or no proposition). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu 
dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi 
pengaturan mengenai perdagangan opsi biner dalam peraturan serta untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis substansi yang diperlukan dalam pengaturan 
mengenai perdagangan opsi biner dalam peraturan BAPPEBTI. Metode 
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue 
Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan berupa bahan peraturan 
perundang-undangan, buku, jurnal dan situs terpercaya di internet. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh tidak adanya aturan atau kepastian hukum yang khusus 
mengenai perdagangan opsi biner di Indonesia, padahal perdagangan ini sudah 
mulai diiklankan beramai-ramai dan dipertontonkan kepada masyarakat di media 
sosial, khususnya di YouTube.  
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 A binary option only allows people to have a choice of yes or no proportion, 
or whether a portfolio will grow or not. With a normative-juridical method and 
statutory approach, this research aims to identify and analyse the urgent necessity 
of the regulation concerning binary option and to describe the trade of binary 
option as regulated in Commodity Futures Trading Regulatory Agency (commonly 
abbreviated as BAPPEBTI). The research data were obtained from legislation, 
books, journals, and reliable sources from the Internet. This trade has been 
massively advertised and broadcast on social media especially Youtube, and they 
are accessible by the public, while the related regulations and legal certainty are 
absent in Indonesia. 
 





A. Latar Belakang Masalah 
Binary Option atau Binomo adalah sebuah platform perdagangan yang 
dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar mata 
uang, harga saham dan komoditas1. 
Setelah penulis mengkaji lebih dalam mengenai Binary Option dalam 
website resminya dan merujuk pada Investopedia.com2, dapat disimpulkan 
bahwa Binary Option adalah merupakan sebuah platform untuk binary option 
trading (perdagangan opsi biner). Secara umum, opsi (option) adalah sebuah 
cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa 
memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi derivatif), yaitu dengan 
menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio. 3  Sedangkan 
perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya 
dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun 
(yes or no proposition).4 Misalnya, pada saat ini per USD 1 setara dengan IDR 
13.000, bagaimana dengan harga esok? Kita disajikan dengan pilihan apakah 
besok per USD 1 akan lebih tinggi atau rendah dari IDR 13.000? Jika prediksi 
opsi kita tepat, maka kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan. 
Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Urgensi Pengaturan 
Tentang Perdagangan Opsi Biner Dalam Peraturan BAPPEBTI. Penelitian ini 
dilatar belakangi oleh kekosongan hukum atau tidak adanya peraturan yang 
mengatur tentang perdagangan opsi biner. 
Adapun pada saat ini, sudah mulai popular dalam masyarakat pada 
umumnya dan pada khususnya dalam media sosial Youtube mengenai 
                                                         
 1  Admin. Informasi. 2021. Diambil dari https://binomo.com/id/information/faq, 
Diakses pada tanggal 9 Maret 2020. 
 2 Investopedia adalah situs pendidikan investasi yang berpusat di New York City. 
 3 Lucas Downey. Panduan Penting Perdagangan Opsi. 2021. Diambil dari  
https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012. Diakses pada tanggal 9 
Maret 2020. 
 4 Cory Mitchell. Panduan Perdagangan Opsi Biner di Amerika Serikat. 2019. 
Diambil dari https://www.investopedia.com/articles/active-trading/061114/guide-trading-
binary-options-us.asp. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020. 
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“Trading Binary Option”, baik itu dalam bentuk promosi-promosi maupun 
edukasi-edukasi tentang analisis teknikal maupun fundamental yang dilakukan 
oleh beberapa Youtuber di dalam channel mereka masing-masing. Setelah 
penulis melihat dan mempelajari beberapa konten dari mereka, dapat penulis 
simpulkan bahwa kebanyakan dari mereka berasumsi dalam channel-channel 
mereka bahwa Trading Binary Option merupakan sebuah perdagangan mata 
uang. Maka dalam hal ini, karena konten-konten Youtube bersifat publik dan 
masyarakat bisa melihat konten-konten tersebut dengan mudah, menurut 
penulis, sangat penting dikaji lebih lanjut mengenai legalitas Trading Binary 
Option di Indonesia. Jika Trading Binary Option merupakan perdagangan mata 
uang, maka juga dapat penulis simpulkan bahwa perdagangan jenis seperti 
ini dapat diidentikkan atau dipersamakan dengan perdagangan valuta asing 
atau popularnya disebut dengan Trading Forex (Foreign Exchange) karena 
yang pertama, produk perdagangannya sama-sama mata uang, yang kedua 
sama-sama perdagangan opsi kontrak berjangka, yang ketiga, ada pihak 
pialang/broker dari keduanya yang sama-sama menghimpun dana 
masyarakat (dalam hal ini investor). Selanjutnya, penulis juga telah melihat 
dan mempelajari serta membandingkan lebih dalam secara teknis mengenai 
transaksi online perdagangan Binary Option dan Trading Forex, ternyata ada 
beberapa perbedaan, seperti adanya batas habis waktu, lalu ada juga uang 
yang diresikokan di awal sebelum transaksi di dalam Binary Option yang tidak 
ada di Forex.  
Dalam hal ini, penulis rasa sangat perlu adanya peraturan dari BAPPEBTI 
yang mengatur tentang perdagangan opsi biner, karena jenisnya yang identik 
dengan perdagangan valuta asing atau mata uang, yang mana perdagangan 
valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan di mana BAPPEBTI adalah 
merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk salah 
satunya melakukan pengawasan terhadap jenis perdagangan tersebut, seperti 
yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka: 
“Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya 
disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya 
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melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan 
Perdagangan Berjangka.”5 
 
Adapun pengertian dari frase “Perdagangan Berjangka” dalam pasal 
tersebut menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah: 
“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan 
Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi 
dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian 
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 
Kontrak Derivatif lainnya.”6 
 
Sementara yang dimaksud dengan komoditi menurut Pasal 1 Angka 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah: 
“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan 
setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi 
subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 
Derivatif Lainnya”7 
 
Peraturan tentang Trading Opsi Biner layak dimasukkan di bawah regulasi 
dari BAPPEBTI karena yang telah penulis sampaikan di atas bahwa produk 
yang diperdagangkan dalam Binary Option adalah mata uang, yang mana 
mata uang secara hukum juga merupakan salah satu komoditi yang dapat 
dijadikan subjek kontrak berjangka, yakni dalam Pasal 1 huruf e Peraturan 
Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi 
Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, 
Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka: 
“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang 
diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi: 
                                                         
 5 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.  
 6  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232. 
 7  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5248. 
 4 
….. e. komoditi di bidang keuangan: 1. mata uang asing; 2. surat utang 
negara (SUN) Republik Indonesia”8 
 
Faktor ketiga yang menjadi alasan mengapa penulisan ini penting dikaji 
lebih dalam karena berdasarkan yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa 
sifat dari perdagangan opsi biner adalah menghimpun dana masyarakat atau 
investor seperti halnya bank-bank, broker-broker saham dan forex. Artinya, 
bahwa ada dana dari masyarakat yang masuk ke dalam platform Binary Option 
untuk nantinya diperdagangkan. Untuk menunjang tingkat keamanan dana 
investor maka perlu adanya aturan hukum mengenai pengawasan terhadap 
pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan opsi biner khususnya 
terhadap pihak broker atau pialang berjangka. Sehingga jika suatu saat ada 
masalah yang berhubungan dengan dana investor, maka investor yang 
merasa dirugikan bisa berlindung pada peraturan yang berlaku. Dalam 
Peraturan BAPPEBTI telah ada peraturan mengenai pengawasan, salah 
satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. 
Dalam hal ini maka penulis berharap perlu ada peraturan tentang Trading Opsi 
Biner masuk ke dalam regulasi BAPPEBTI, sehingga pengawasan terhadap 
Trading Opsi Biner tersebut dapat diikat dan terikat oleh salah satunya 
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka tersebut.  
Berdasarkan kekosongan hukum ini akan dapat dilihat urgensinya yakni 
untuk memberikan unsur kepastian hukum serta perlindungan hukum 
terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi setiap pelaku 
perdagangan opsi biner, baik itu Investor, Pedagang, Bursa Berjangka, 
Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau 
Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan lain sebagainya. Kemudian, skripsi ini 
menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan 
metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil 
                                                         
 8 Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 
Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak 
Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di 
Bursa Berjangka. 
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dari penelitian dengan metode tersebut penulis akan memperoleh jawaban 
dari permasalahan dalam penelitian ini.  
 
B. Orisinalitas Penelitian 





































































































































































































































C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis di atas, maka dapat 
ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Legalitas Hukum Perdagangan Opsi Biner di Indonesia 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi? 
2. Bagaimana Perbandingan hukum perdagangan opsi biner yang berlaku 
di Indonesia dan di Amerika Serikat? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tulis di atas, maka 
dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis legalitas hukum perdagangan 
opsi biner di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perbandingan hukum 
perdagangan opsi biner yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1) Teoretis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi berbagai 
sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat menjadi dasar untuk 
pengembangan asas, teori, dan konsep dalam ilmu hukum pada 
umumnya, khususnya dalam ilmu hukum perdata bisnis yang berkaitan 
dengan perdagangan. 
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2) Praktis,  
i. Bagi Pemerintah, diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dan 
bahan  pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan 
atau regulasi yang berhubungan dengan perdagangan valuta asing 
atau perdagangan berjangka komoditi, khususnya perdagangan opsi 
biner. 
ii. Bagi BAPPEBTI, diharapkan dapat  menjadi  informasi  bagi Bappebti 
selaku badan pengawas dan/atau aparat penegak hukum lainnya 
mengenai adanya isu hukum tentang perdagangan opsi biner. 
iii. Bagi Trader/Investor perdagangan berjangka, diharapkan dapat 
memberikan informasi tentang potensi akibat yang ditimbulkan dari 
perdagangan opsi biner yang ilegal. 
iv. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi tentang legalitas 
perdagangan opsi biner, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati 
dan berpikir secara matang sebelum memasuki dunia perdagangan 
berjangka. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitiаn ini menggunаkаn jenis penelitiаn yuridis normаtif 
(normаtive lаw reseаrch) yаitu mengkаji dаn mengаnаlisis permаsаlаhаn 
yаng penulis аngkаt, yаkni pertаmа, mengetаhui, mengidentifikаsi, dаn 
mengаnаlisis hukum bagaimana urgensi pengaturan mengenai 
perdagangan opsi biner dalam peraturan BAPPEBTI. 
Keduа, mengetаhui, mengidentifikаsi, dаn mengаnаlisis substansi 
yang diperlukan dalam pengaturan mengenai perdagangan opsi biner 
dalam peraturan BAPPEBTI.  
 
2. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). 
Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan 
perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang 
dibahas.9 Penulis menggunakan pendekatan ini karena ingin mengetahui 
dan menganalisis kepastian hukum dan/atau kesesuaian dan keselarasan 
antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya 
ataupun dengan peraturan-peraturan yang terkait dalam pembahasan ini. 
 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam jenis penelitian hukum normatif ini diperlukan bahan 
penelitian yang berupa,  bahan  hukum  dan  bahan  non  hukum.  Bahan  
hukum  yang digunakan dalam penelitian ini meliputi  bahan  hukum  
primer dan  bahan  hukum  sekunder. Adapun jenis-jenis bahan tersebut 
akan diuraikan sebagai berikut:10 
3.1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat 
autoritatif yakni yang artinya mempunyai otoritas.11 Bahan hukum 
primer ini terdiri dari aturan-aturan hukum yang diatur dan berlaku 
di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan 
pertimbangan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini 
terdiri dari: 
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. 
II. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 
                                                         
 9 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu 
Media, Malang, 2013, hlm. 57. 
 10 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13. 
 11 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2010, hlm. 141. 
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III. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik 
Komoditi di Bursa Berjangka. 
IV. Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 
2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak 
Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. 
V. Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. 
VI. Commodity Futures Trading Commission Docket No. 18-45. 
3.2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dibutuhkan 
penulis untuk memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, berupa penjelasan peraturan perundang-
undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 12 
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
i. Buku-buku kepustakaan yang ditulis oleh para ahli hukum; 
ii. Jurnal-jurnal, skripsi, artikel terdahulu yang berkaitan dengan 
perdagangan komoditi berjangka. 
 
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer 
dalam penelitian ini dilakukan dengan penelurusan bahan hukum dengan 
menggali, menghimpun dan mempelajari dari berbagai sumber yang 
tersedia yaitu studi literatur di PDIH Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya dan Perpustakaan Universitas Brawijaya, mengunduh berbagai 
peraturan, regulasi, skripsi, jurnal secara online, serta artikel-artikel di 
laman resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) yang pada umumnya terkait dengan perdagangan berjangka 
                                                         
 12 Riduwan, Metode Dan Teknis Menyusun Tesis, Alifabeta, Bandung, 2009, 
hlm. 29. 
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komoditi, dan juga terkait dengan perdagangan valuta asing online pada 
khususnya. 
  
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Seluruh data yang berhasil dikumpulkan dalam studi kepustakaan 
atas bahan hukum selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis 
dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi 
tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika tentu dapat 
menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah 
karya ilmiah. Interpretasi data dilakukan untuk penarikan kesimpulan-
kesimpulan, tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, 
tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam 
pelaksanaan berbagai tindakan, peraturan, dan ketentuan hukum 
terhadap kegiatan perdagangan valuta asing online di Indonesia oleh 
trader dan investor berkewarganegaan Indonesia  yang menggunakan 
pialang berjangka asing. Interpretasi gramatikal dan sistematis ini juga 
dilakukan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana dampak dari 
pelaksanaan berbagai tindakan, peraturan, dan ketentuan hukum 
mengenai kegiatan perdagangan valuta asing online di Indonesia oleh 
trader dan investor berkewarganegaan Indonesia  yang menggunakan 
pialang berjangka asing  terhadap semua stakeholder yang terkait. 
 
G. Definisi Konseptual 
1. Perlindungan Hukum  
Perlindungan hukum adalah memberikan suatu pengayoman hak  
asasi  manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan masyarakat 
diberi perlindungan agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  
yang  telah diberikan  oleh hukum.13 
2. Perdagangan Opsi Biner 
                                                         
 13 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69. 
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Perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak 
dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan 
naik atau turun (yes or no proposition). 
3. Perdagangan Berjangka Komoditi 
Perdagangan berjangka komoditi adalah setiap sesuatu yang   
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau transaksi dagang atau jual   beli 
komoditi yang menggunakan sistem penarikan  Margin  dan juga dengan 
penyelesaian yang berdasarkan pada Kontrak Berjangka,   Kontrak   
Derivatif   Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. 
4. Perdagangan Valuta Asing 
Perdagangan valuta asing adalah alat pembayaran yang 
memfungsikan mata uang asing untuk membiayai transaksi-transaksi 
ekonomi keuangan internasional dan juga memiliki catatan-catatan 
mengenai kurs resmi pada bank sentral. 
5. Bursa Berjangka  
Bursa berjangka adalah badan usaha yang melaksanakan 
penyelenggaraan dan penyediaan terhadap sarana dan/atau sistem untuk 
kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang berdasarkan pada 
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif 
lainnya. 
6. Investor  
Investor adalah pedagang, investor atau pelaku pasar valuta asing 
berkewarganegaraan Indonesia di pasar uang di mana mata uang asing 
diperjualbelikan. 
7. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya 
disebut  BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya 














A. Teori Perlindungan Hukum 
Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan  
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara 
satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya 
sehingga benturan- benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal 
mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law 
atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi 
terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa 
kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat 
ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum 
disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai 
arti hukum karena menurut Sudikno Mertokusumo pengertian atau arti hukum 
itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga 
diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya 
dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam 
masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah 
hukum serta memelihara kepastian hukum.14 
Sementara itu, mengenai “Perlindungan”, Secara kebahasaan, kata 
perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah 
perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang 
artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black’s 
Law Dictionary, protection adalah the act of protecting, yang secara umum 
perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, 
sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain 
itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh 
                                                         
 14  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, 2003, hlm. 39. 
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seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan 
hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga 
negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, 
dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku.15 
Terkait dengan penjelasan teori perlindungan  hukum,  terdapat ahli-ahli 
hukum yang menjelaskan mengenai bahasan  ini,  antara  lain  yakni,  Satjipto 
Raharjo, Fitzgerald,   Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Menurut Satjipto 
Rahardjo, istilah perlindungan hukum adalah sesuatu yang memberikan 
pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM) setiap orang yang 
dirugikan oleh orang yang lain dan perlindungan  itu  diberikan agar setiap 
orang dan/atau masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh 
hukum.16 
Istilah mengenai teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh 
Salmond dikutip oleh Fitzgerald yang menjelaskan bahwa hukum itu tujuannya 
adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-
kepentingan dalam masyarakat, dalam sebuah lalu lintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat 
dilakukan dengan  membatasi kepentingan-kepentingan  pada pihak lain. 
Kepentingan hukum adalah mengurusii  hak dan kepentingan umat manusia,  
sehingga dalam hal ini, hukum  memiliki otoritas yang paling tinggi untuk 
melindungi, mengatur dan menentukan kepentingan  umat manusia. 
Perlindungan hukum harus memerhatikan tahapan-tahapan, yakni 
perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum tertentu dan 
peraturan-peraturan  hukum lain yang dihasilkan dari nilai-nilai dan/atau 
aspirasi masyarakat  yang telah didasarkan atau disandarkan pada 
kesepakatan masyarakat yang bersangkutan tersebut untuk mengatur 
berbagai hubungan perilaku diantara anggota masyarakat dan juga diantara 
                                                         
 15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 
 16 Ibid,  hlm. 69. 
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perseorangan dengan  pemerintah  yang tentunya mewakili kepentingan 
masyarakat.17 
Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of 
Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu 
Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman, 
bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi 
penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-
lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) lainnya. Hal ini 
yang sejalan dengan Philipus M. Hadjon yang membagi bentuk perlindungan 
hukum menjadi 2 yaitu:18 
 
1. Perlindungan hukum yang preventif  
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat 
untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan 
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan 
hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat 
besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan 
bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong 
pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 
berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan 
tersebut. 
 
2. Perlindungan hukum yang represif 
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila 
terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang 
secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang 
dikelompokkan menjadi 3 yaitu:19 
                                                         
 17 Ibid, hlm. 53. 
 18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. 
Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hlm. 20. 
 19 Ibid, hlm. 25. 
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a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam praktek telah 
ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada 
peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. 
b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi 
yaitu penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi 
pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut 
menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah 
oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah 
lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan 
membatalkan sutau tindakan dari pemerintah tersebut. 
c. Badan-badan khusus yaitu badan yang terkait dan berwenang untuk 
menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain 
kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor 
film, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi negara. 
 
B. Binary Option dan Perdagangan Opsi Biner 
Binary Option merupakan salah satu platform perdagangan yang dapat 
menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang, 
harga saham dan komoditas.20 Secara umum, opsi (option) adalah sebuah 
cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa 
memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi derivatif), yaitu dengan 
menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio. 21  Sedangkan 
perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya 
dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun 
(yes or no proposition).22 Misalnya, pada saat ini per USD 1 setara dengan 
IDR 13.000, bagaimana dengan harga esok? Kita disajikan dengan pilihan 
                                                         
 20 https://binomo.com/id/information/faq 
 21 Lucas Downey. Panduan Penting Perdagangan Opsi. 2021. Diambil dari  
https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012. Diakses pada tanggal 9 
Maret 2020. 
 22  Cory Mitchell. Panduan Perdagangan Opsi Biner di Amerika Serikat. 
2019. Diambil dari https://www.investopedia.com/articles/active-trading/061114/guide-
trading-binary-options-us.asp. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020. 
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apakah besok per USD 1 akan lebih tinggi atau rendah dari IDR 13.000? Jika 
prediksi opsi kita tepat, maka kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan. 
Sepanjang penelusuran penulis, baik perdagangan opsi biner dan 
perdagangan valuta asing sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada kategori 
opsi kontrak berjangka. Secara umum, dasar hukum untuk opsi kontrak 
berjangka dapat ditemukan pada: 
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi (“UU 32/1997”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU 
10/2011”); 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (“PP 
Perdagangan Berjangka”); dan 
c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 
3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan 
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (“Per-Bappebti 
3/2018”). 
 
C. Perdagangan Valuta Asing 
Terdapat beberapa pengertian atau penafsiran valuta asing menurut 
beberapa ahli. Berikut adalah pengertian atau penafsiran valuta asing menurut 
Hady (2007:97):23 
“Pengertian Valuta Asing (valas) atau bisa disebut dengan foreign 
exchange (forex) ataupun juga bisa disebut dengan foreign currency 
adalah alat pembayaran yang memfungsikan mata uang asing untuk 
membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga memiliki 
catatan-catatan kurs yang resmi pada bank sentral.” 
 
Selanjutnya, Valuta Asing (valas) atau foreign exchange (forex) menurut 
Ekananda (2014:152):24 
                                                         
 23 Hamdy Hady, Valas Untuk Manager, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 
15. 
 24 Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 
152. 
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“Suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan tindakan mentransfer 
daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang 
berbeda dan membeli suatu valuta (nilai tukar) yang berbeda untuk 
dipergunakannya”. 
 
Berdasarkan pengertian arau penafsiran para ahli tersebut, maka dapat 
kita ketahui bahwa valuta asing merupakan sebuah mekanisme atau rujukan 
yang mana berbagai mata uang asing dapat digunakan dan juga 
ditransaksikan untuk mentransfer daya, di mana tempat perdagangan 
tersebut terjadi bisa berupa sebuah bentuk hubungan yang terinterkoneksi 
antar bank-bank di seluruh dunia ataupun pasar dunia maya. 
Fungsi valuta asing bagi masing-masing negara pada saat ini memiliki 
peran yang amat besar dalam melakukan suatu hubungan internasional,  
terutama pada hubungan perdagangan atau  perdagangan  internasional.  
Adapun  fungsi-fungsi  dari valuta asing antara lain adalah sebagai berikut:25 
a. Alat  Tukar  Internasional: Alat perantara yang menggunakan Valuta Asing  
dalam mengadakan kegiatan tukar-menukar barang dan/atau jasa secara 
internasional atau antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu 
contoh adalah, jika negara kita, Indonesia, mengimpor komoditi biji 
gandum dari  Amerika  Serikat, maka bukan melakukan pembayaran 
dengan mata uang rupiah kita, melainkan menggunakan  valuta asing  
(Valas Dollar Amerika Serikat). 
b. Alat  Pembayaran  Internasional: Jika  pemerintah  memiliki utang-utang 
luar negeri dari negara lain  maka  pembayaran harus dilakukan 
menggunakan valuta asing, baik itu cicilan  utang  maupun  bunganya. 
Dalam  hal  ini,  valuta  asing  dapat digunakan sebagai  alat  untuk 
mengadakan  pembayaran atau transaksi dengan negara lain. 
c. Alat Pengendali Kurs: Kurs merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai 
perbandingan nilai-nilai mata uang satu negara dengan mata uang negara 
yang lain,  di mana kurs  mata uang negara dapat menguat  maupun 
                                                         
 25 Hincat Silalahi, S1 Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Transaksi 
Valas Akibat Pembatasan Jumlah Nilai Penukaran Uang Dihubungkan Dengan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha 
Penukaran Valuta Asing Buka Bank, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 
2018, hlm. 30-32. 
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melemah. Valuta   asing pun bisa digunakan untuk mengendalikan 
kurs/nilai rupiah terhadap mata uang asing lain. 
d. Alat  Memperlancar  Perdagangan  Internasional: Valuta asing 
memperlancar dan mempermudah negara dalam hal melakukan kegiatan 
internasional, khususnya mengadakan  perdagangan  dengan  negara-
negara  lain. Valuta  asing  difungsikan untuk mempermudah 
perdagangan internasional sebagai alat tukarnya. Sudah berang tentu jika  
tanpa valuta  asing  maka  perdagangan  antar negara akan terhambat 
atau mengalami kesulitan, karena perdagangan hanya dapat dilakukan 
secara manual atau konvensional yakni dengan cara tukar-menukar 
barang dengan barang atau barter secara langsung. Pelaku pasar valuta 
asing terdiri dari: 
i. Dealer (Market Maker): Fungsi Dealer adalah sebagai pihak yang 
membuat pasar uang menjadi lebih bergairah. Biasanya, dealer ini 
mengkhususkan mata uang-mata uang  tertentu serta memiliki 
wewenang untuk menentukan  tingkat persediaan pada mata uang 
yang bersangkutan tersebut. 
ii. Perorangan atau Perusahaan: Orang perorangan atau suatu   
perusahaan adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan transaksi 
perdagangan  dalam  pasar  valuta  asing. Di  dalam  pasar tersebut 
biasanya dimanfaatkan untuk  memperlancar berbagai macam 
transaksi-tansaksi bisnis.  Seperti beberapa contoh, yakni: eksportir, 
investor internasional, importir, perusahaan  multinasional, dan lain 
sebagainya. 
iii. Arbitrator dan Spekulan: Pada umumnya, pihak ini merupakan pihak 
yang melakukan eksploitasi perbedaan-perbedaan dalam setiap  kurs  
antar  valuta  asing yang satu dengan yang lainnya. Peran mereka 
hampir sama semata-mata mendorong motif-motif yang selalu hanya 
mengejar dan mencari keuntungan-keuntungan yang ada dalam 
sekejap. Mereka masuk keluar pasar dengan cepat dan tidak terduga. 
iv. Pialang: Merupakan pihak yang berperan sebagai makelar atau 
perantara untuk mempertemukan  supply dan demand atau 
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pasokan/penawaran  dengan  permintaan  terhadap  mata uang-mata 
uang asing tertentu. Pialang memiliki  akses langsung  dengan bank-
bank dan dealer-dealer di seluruh dunia, meskipun pihak-pihak 
tersebut tidak bertemu secara langsung. 
v. Bank Sentral: Bank Sentral memiliki peran yang sangat penting 
sebagai pengendali dan pengawas dalam setiap kegiatan transaksi  
jual  beli  valas (valuta asing).  Bank  sentral juga mempunyai peran 
sebagai sebuah badan untuk menstabilkan dan mengendalikan nilai 
tukar mata uang dari   negara  yang  bersangkutan, hal ini dikenal  
dengan sebutan kegiatan intervensi. 
vi. Pemerintah: Tujuan pemerintah   dalam setiap kegiatan   transaksi 
valas salah satunya yakni untuk  membayar  hutang-hutang  luar  
negeri dan juga sebagai penerima pendapatan  dari  luar  negeri  
yang  selanjutnya akan diconvert atau ditukarkan ke mata uang local 
negara bersangkutan. 
D. Investor dan/atau Pedagang Berjangka  
Investor merupakan penanam uang atau modal; atau orang yang 
menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan.26 Sementara definisi pedagang berjangka menurut Pasal 1 Angka 
21 UU Perdagangan Berjangka Komoditi adalah: 
“Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 
Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka 
adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi 
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif 
lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.” 
 
Investor menurut Kementrian Perdagangan adalah suatu pihak baik 
perorangan ataupun lembaga yang berasal dari dalam negeri atau dari luar 
negeri yang melakukan suatu kegitan investasi yang bersifat jangka panjang 
maupun pendek yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan finansial.27 
                                                         
 26 https://kbbi.web.id/investor. 
 27  Kementrian Perdagangan, Pengembangan Perdagangan Berjangka 
Komoditi Di Indonesia, Makalah disampaikan pada seminar Perdagangan Berjangka, 
Jakarta, 28 Januari 2010, hlm. 16. 
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Dari beberapa pengertian di atas, istilah Investor dan Pedagang tidak 
terlalu jauh berbeda, namun kedua istilah tersebut telah dianggap atau 
seolah-olah sama dalam implementasinya di real perdagangan berjangka. 
Jadi, dalam penelitian ini, kata investor dan pedagang adalah sama yakni 
sebagai penanam uang atau modal, atau orang yang menanamkan uangnya 
dalam perdagangan berjangka, khususnya perdagangan opsi biner, dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan. 
 
E. Perdagangan Berjangka Komoditi 
Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Perdagangan Berjangka Komoditi, 
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah: 
“Perdagangan   Berjangka   Komoditi   yang   selanjutnya disebut 
Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatuyang   berkaitan   dengan   
jual   beli   Komoditi   dengan penarikan  Margin  dan  dengan  
penyelesaian  kemudian  berdasarkan   Kontrak   Berjangka,   Kontrak   
Derivatif   Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.” 
 
Sebenarnya banyak sekali komoditi (dalam pengertian abstrak) yang bisa 
diperdagangkan di bursa berjangka, yang semuanya dapat diwakili oleh satu 
istilah yaitu surat berharga. Yang termasuk surat berharga antara lain: saham, 
obligasi, sekuritas kredit, sekuritas penyertaan dana, klaim bukti right (right 
issue), waran, dan option. Ini belum termasuk surat-surat berharga yang 
diterbitkan oleh pemerintah pusat (treasury bills) atau daerah (municipal 
bonds).28 
 
F. Perusahaan Pialang Berjangka 
Pialang Perdagangan Berjangka yang untuk selanjutnya disebut dengan 
Pialang Berjangka merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan-
kegiatan dalam jual beli atau transaksi Komoditi berdasarkan dengan Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas 
amanat/order dari Nasabah dengan cara menarik  sejumlah  uang  dan/atau 
                                                         
 28 Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal Pengantar 
Menjadi Investor Profesional, PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 
2012, hlm. 52. 
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surat-surat berharga tertentu sebagai Margin sebagai jaminan transaksi 
tersebut.29 
Perusahaan Pialang  juga bisa disebut sebagai  Anggota Bursa (AB), 
adalah pihak-pihak yang membantu investor atau nasabah di dalam 
melakukan aktivitas pembelian atau penjualan komoditi di bursa berjangka. 
Dalam pelaksanaan perdagangan berjangka yang dikerjakan oleh Perusahaan 
Pialang ialah membeli dan menjual (menawarkan) komoditi atas perintah atau 
permintaan (order) investor. Dengan demikian, Perusahaan Pialang hanya 
akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mnendapat perintah 
dari Investor. Harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh Investor. Jadi 
perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan 
dibeli/jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang 
melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu 
sendiri.30 
Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perusahaan Pialang yang selanjutnya 
disebut dengan Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat 
Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu 
sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. 
 
G. BAPPEBTI 
Secara hukum, BAPPEBTI menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang 
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah: 
“Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya 
disebut  BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya 
melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan 
Perdagangan Berjangka.” 
 
                                                         
 29  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232. 
 30 Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 6. 
 24 
BAPPEBTI adalah sebuah singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi. Sesuai dengan namanya, tugas dan fungsi utama 
BAPPEBTI adalah melakukan pengaturan dan pengawasan segala kegiatan 
perdagangan dalam perdangan berjangka di Indonesia, termasuk 
perdagangan valas atau forex trading. Oleh karenanya, pialang berjangka 
(dapat disebut juga dengan “broker”) yang fungsinya adalah sebagai 
penghubung antara trader dengan pasar berjangka yang menjadi salah satu 
objek pengawasan BAPPEBTI. Dalam perkembangan saat ini, regulasi 
BAPPEBTI diharuskan dan wajib hukumnya bagi broker-broker forex local 
sebagai legalitas untuk beroperasi dalam setiap kegiatan perdagangannya. 
Trader-trader atau pedagang dan/atau calon trader yang berminat melakukan 
trading tentunya akan mencari broker legal/resmi yang teregulasi regulasi 
BAPPEBTI demi keamanan dananya. Semua operasi yang berhubungan 
dengan industri berjangka dan pegawainya diatur secara ketat dan diberi 
lisensi oleh Bappebti, instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian 
Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini sama seperti Bapepam yang 
mengawasi pasar modal. Bappebti dapat berbagi kekuasaannya dengan 
asosiasi berjangka. Fungsi utama asosiasi berjangka adalah untuk memastikan 
melalui self- regulation standar perilaku yang tinggi dan profesionalisme dan 
tanggung jawab keuangan atas nama individu dan organisasi yang merupakan 
anggota. Sehubungan dengan tanggung jawab keuangan, asosiasi melakukan 
audit berkala atas catatan keuangan dan catatan lainnya dari anggota, 
memantau praktik penjualan, dan menyediakan mekanisme arbitrase untuk 
sengketa yang terkait dengan transaksi berjangka antara anggota asosiasi 
dengan publik yang berinvestasi.31 
Kredibilitas BAPPEBTI tidak diragukan lagi, selain sebagai lembaga resmi 
pemerintah, BAPPEBTI ini beroperasi di bawah naungan Mendagri (Menteri 
Perdagangan RI), lembaga-lembaga hukum dan Bank Indonesia juga 
terhubung dengan BAPPEBTI. Kewenangan dan tugas BAPPEBTI telah diatur 
dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu 
kewenangan BAPPEBTI menurut UU tersebut adalah untuk menerbitkan izin 
                                                         
 31  Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, PT. Elex 
Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 184. 
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usaha dan peraturan-peraturan, lalu untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
pemegang izin yang telah diduga melakukan sebuah pelanggaran, lalu juga 
melakukan pengawasan terhadap segala bentuk promosi para pemegang izin, 
serta menjadi fasilitator dalam hal penyelesaian masalah atau sengketa terkait 
dengan perdagangan berjangka. Dalam hal penetapan regulasi, BAPPEBTI 
mempunyai standar tertentu yang harus diikuti dan dipatuhi oleh pihak-pihak 
atau entitas-entitas yang berada di bawah naungannya. Umumnya, regulasi 
tersebut ditetapkan dan diterapkan untuk menjamin kepentingan dan 
keamanan seluruh stake holder, khususnya klien. Pengujian kelayakan 
terhadap broker-broker tidak hanya dilaksanakan saat prosedur proses 
pendaftaran regulasi saja, namun juga dilakukan secara bertahap dan berkala 
demi memantau kinerja broker-broker dari hari ke hari dan waktu ke waktu. 
Jadi dapat dikatakan bahwa adanya regulasi BAPPEBTI yang tegas ini 
terhadap broker-broker forex diharapkan menjamin kualitas layanan-layanan 
dan keamanan sesuai dengan taraf standar nasional. Untuk saat ini telah ada 
lebih dari 60 broker lokal yang telah terdaftar dan teregulasi BAPPEBTI, ada 
beberapa contoh broker-broker yang teregulasi antara lain seperti, Valbury, 
Monex, Soegee Futures, Bestprofit, Askap, dan lain-lain. Salah satu kebijakan 
menyeluruh atau universal yang nyata diberlakukan oleh broker-broker 
tregulasi BAPPEBTI adalah deposit penarikan dana masing-masing klien 
broker-broker tersebut tanpa melalui pihak ketiga. Hal itu dilakukan tentunya 
demi kepentingan, kenyamanan dan keamanan dana klien. 
Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, trading forex masuk ke dalam 
wilayah bentuk perdagangan berjangka, sehingga BAPPEBTI adalah lembaga 
resmi yang mempunyai wewenang untuk mengawasinya. Untuk menjalankan 
tugas pokoknya, BAPPEBTI memiliki kewenangan antara lain, yaitu:32 
1. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka , Lembaga Kliring Berjangka, 
Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana 
Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, 
Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; 
sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi 
                                                         
 32 Admin. Kewenangan. 2012. Diambil dari 
web.bappebti.go.id/id/profile/kewenangan.html, Diakses pada tanggal 3 Mei 2019. 
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Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar 
negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan 
perdagangan berjangka. 
2. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib ( Rules dan Regulations) Bursa 
Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kotrak Berjangka yang 
akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya. 
3. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka 
melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan 
serta melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas 
terhadap pelanggarannya. 
4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau 
dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib 
dilaporkan. 
5. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang 
dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri. 
6. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan 
memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang 
diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan di bidang perdagangan berjangka. 
7. Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki 
iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat 
menyesatkan. 
8. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 
kegiatan perdagangan berjangka. 
 
H. Tinjauan Umum Tentang Bursa Berjangka 
Menurut Pasal 1 Angka 4 UU Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa 
Berjangka adalah: 
“Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan  dan 
menyediakan sistem  dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi 
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berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 
Kontrak Derivatif lainnya.” 
 
 Dalam perdagangan berjangka komoditi ini, khususnya perdagangan 
valuta asing ini terdapat unsur-unsur penyelenggara, antara lain Bursa 
Berjangka dan LKBI atau Lembaga Kliring Berjangka Indonesia. Bursa 
Berjangka (bursa), adalah sebuah organisasi atau lembaga berdasar dengan 
keanggotaan yang fungsinya adalah sebagai fasilitator bagi terselenggaranya 
serta terawasinya setiap kegiatan transaksi kontrak berjangka supaya sesuai 
dengan regulasi-regulai dan/atau peraturan perundang-undangan tertentu  
yang  berlaku.  Bursa  ini  berada  terletak di  Jakarta yakni  BBJ (Bursa  
Berjangka  Jakarta). Sedangkan LKBI adalah lembaga tambahan atau 
pelengkap dari BBJ yang fungsinya dalah melakukan penjaminan dan 
penyelesaian performance setiap bentuk transaksi yang ada dan yang 
dilakukan dalam BBJ  dan  yang telah  didaftarkan  padanya.  LKBI ini memiliki 
peran sebagai  penjual  terhadap klien yang memegang posisi “buy” atau beli 
yang  belum close atau masih  open atau “terbuka”  dan sebagai  pembeli  
terhadap klien (trader) yang mempunyai posisi sell atau  jual yang  masih 
“terbuka”. Sehingga dalam sistem perdagangan modern ini, pembeli dan 
penjual tidak perlu saling mengenal atau bertemu  karena  dalam  transaksi 












                                                         
 33 Pantas Lamban Batu, Perdagangan Berjangka: Futures Trading, PT. Elex 













A. Legalitas Hukum Perdagangan Opsi Biner di Indonesia Menurut 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi 
1. Alasan Badan Bappebti Blokir Beberapa Platform Broker 
Perdagangan Opsi Biner di Indonesia 
 Perusahaan Pialang atau juga disebut Broker Aggota Bursa (AB), 
adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau 
penjualan efek di bursa.34 Perusahaan Pialang melakukan suatu transaksi 
yaitu membeli dan menjual (menawarkan) efek di lantai bursa atas 
perintah atau permintaan (order) investor. Dengan demikian, Perusahaan 
Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah 
mendapat perintah dari Investor. Pialang berjangka adalah badan usaha 
yang melakukan kegiatan sebagai perantara jual beli kontrak berjangka 
untuk dan atas perintah/amanat dari pihak ketiga (nasabah) dan berhak 
menarik uang jaminan (margin) atas setiap transaksi tersebut sesuai 
dengan peraturan.35 
 Semua operasi yang berhubungan dengan industri berjangka dan 
pegawainya secara ketat diatur dan dilisensi oleh Bappebti, lembaga 
                                                         
 34 Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 6. 
 35 Johanes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka, Andi Offset, Yokyakarta, 2002, hlm. 
15. 
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pemerintah yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan. Badan ini sama dengan Bapepam yang mengawai pasar 
modal. Bappebti dapat berbagi kekuasaannya dengan asosiasi berjangka. 
Fungsi utama asosiasi berjangka adalah untuk memastikan melalui self-
regulation standar perilaku yang tinggi dan profesionalisme serta 
tanggungjawab keuangan atas nama individu dan organisasi yang 
menjadi anggotanya seperti: Pialang, IB, CTA, Pool Operator, AP, dan 
sebagainya. Dalam kaitannya dengan tanggungjawab keuangan, asosiasi 
melakukan audit berkala dari catatan keuangan dan lainnya dari 
anggotanya, memonitori praktek penjualan, dan menyediakan 
mekanisme arbitrase bagi sengketa yang berhubungan dengan transaksi 
berjangka antar anggota asosiasi dengan publik yang berinvestasi.36 
 Setiap orang yang mengirimkan dananya untuk berinvestasi di 
perusahaan pialang harus tahu status perusahaan yang akan dilakukan 
untuk investasi / bisnis. Apakah perusahaan tersebut memiliki legitimasi 
dan terdaftar sebagai pialang dan memiliki lisensi Bappebti. Untuk 
mencek apakah perusahaan pialang dan individu yang bekerja 
perusahaan tersebut dapat dipercaya, maka dapat langsung menanyakan 
ke Bappebti, Bursa, dan Asosiasi.37 
 Perusahaan PT. Kontak Perkasa Futures misalnya, dalam hal ini 
terdaftar dan juga penasihat memiliki lisensi dari Bappebti, serta anggota 
Bursa dan Lembaga Kliring. Seperti yang kita lihat bahwa untuk 
menanamkan investasi, seorang Nasabah / Investor harus memilih 
perusahaan yang baik untuk di jadikan lahan investasi. Seperti di Jakarta 
misalnya hampir di setiap gedung di segitiga emas terdapat minimal satu 
perusahaan futures. Perusahaan tersebut ada yang resmi dan ada yang 
tidak resmi. Perusahaan yang resmi akan selalu tercatat dalam 
pengawasan Bappebti. Untuk itu harus berhati-hati jika mendapatkan 
penawaran untuk melakukan forex trading dari perusahaan futures 
namun perusahaan tersebut tidak terdaftar di Bappebti. 
                                                         
 36 Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, PT.Elex 
Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 184. 
 37 Ibid. 
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 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi 38  yang merupakan salah satu unit 
eselon I berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan. Secara praktis Bappebti berfungsi sebagai pengawas 
keamanan bertransaksi dalam semua perdagangan berjangka di 
Indonesia, termasuk di dalamnya Forex Trading. Secara aktif Bappebti 
mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan dengan tujuan menjaga 
keamanan investor dalam bertransaksi di bidang perdagangan komoditi 
berjangka. 
 Salah satu cara dari kewenangan Bappebti mengenai penjagaan 
terhadap keamanan investor dalam bertransaksi di bidang perdagangan 
komoditi, yaitu dengan melakukan pemblokiran terhadap operasional 
perusahaan pialang yang ilegal dan dapat merugikan masyarakat. Kepala 
Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist 
menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan modus 
penipuan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering 
dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, penawaran 
investasi berkedok kontrak berjangka dan/atau aset kripto. Entitas-entitas 
tersebut menggunakan internet, SMS, aplikasi percakapan seperti 
Whatsapp, Telegram, sosial media, dan YouTube untuk menawarkan 
investasi kepada masyarakat. Modus dari investasi ini biasanya 
menjanjikan pemasukan tetap; pembagian keuntungan (profit sharing); 
serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset 
kripto, dan atau jual beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan oleh Bappebti. Kategori modus penipuan kedua yaitu 
melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi 
tanpa memiliki perizinan dari Bappebti. Entitas-entitas ini melakukan 
penawaran situs internet, halaman sosial media (Facebook, Instagram, 
                                                         
 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720. 
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Twitter, dan Linkedin), dan membuat konten video YouTube untuk 
memperkenalkan pialang berjangka tak berizin Bappebti tersebut.39 
 Opsi dalam konteks yang ditawarkan oleh broker kepada 
trader/investor melalui opsi biner hanya sebatas memilih prediksi harga 
naik atau harga turun. Hal ini didasarkan pada periode waktu tertentu 
untuk mendapatkan profit atau sebaliknya trader/investor mengalami 
kerugian. Sehingga mekanisme yang dilakukan melalui opsi biner tersebut 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.40 
 Kemudian, salah satu pialang berjangka yang diblokir oleh Bappebti 
adalah opsi biner Binomo pada tahun 2019 di Indonesia. Binomo saat ini 
tengah viral di dunia maya. setelah iklan produknya ramai 
diperbincangkan di dunia maya. Dalam video tersebut memperlihatkan 
seorang pria yang mengaku sukses dan kaya raya karena Binomo. 
Website dari Binomo investasi ilegal sudah diblokir sejak tanggal 8 
Oktober 2019 lalu. Pemblokiran ini dilakukan sesuai dengan Surat Dinas 
Bappebti ke Kominfo No.392/BAPPEBTI./2/10/2019.  Alasan pemeritah 
atau Bappebti dalam menutup dan memblokir operasional opsi biner 
Binomo di Indonesia karena beberapa hal, yaitu: 
a) Binomo Telah Melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 1997 
 Situs penyedia jasa investasi Binomo telah dblokir oleh pemerintah. 
Binomo dinilai belum memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka. 
Kepala Bappebti Tjahya Widayanti menyebut bahwa Binomo dan 58 
entitas lainnya masuk ke dalam entitas investasi ilegal. Dia 
mengungkapkan entitas ini sering menawarkan investasi bodong 
berkedok forex. Tjahya juga menilai, entitas-entitas ini menjanjikan 
                                                         
 39 Vadhia Lidyana. Blokir Binomo cs, Bappebti Bongkar Modus Investasi 
Bodong. 2021. Diambil dari https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5340651/blokir-
binomo-cs-bappebti-bongkar-modus-investasi-bodong/2. Diakses pada tanggal 3 Maret 
2021. 
 40 Putra, Situmorang. Awal Tahun, Bappebti Sudah Blokir 68 Situs Pialang 
Berjangka Ilegal. 2021. Diambil dari https://www.merdeka.com/uang/awal-tahun-
bappebti-sudah-blokir-68-situs-pialang-berjangka-ilegal.html. Diakses pada tanggal 3 
Maret 2021. 
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keuntungan tetap yang tidak wajar. 41 Dalam melakukan kegiatan 
operasional jasa investasi, Binomo telah melakukan tindakan 
operasional usaha yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang 
Berjangka dari Bappebti sebagaimana diatur melalui Pasal 31 ayat (1) 
UU No 32 Tahun 1997.42 Berikut merupakan isi beserta penjelasan 
dari Pasal 31 ayat (1) UU No 32 Tahun 1997: 
Pasal 31 
"(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat 
dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan 
terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari 
Bappebti." 
 
Penjelasan Pasal 31 
"Ayat (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya 
Nasabah dalam rangkaian kegiatan Perdagangan Berjangka, 
kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan 
usaha sebagai Pialang Berjangka hanya boleh dilakukan setelah 
memperoleh izin usaha dari Bappebti." 
 Sehingga segala kegiatan usaha yang memiliki jenis usaha dalam 
bidang Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa 
Berjangka yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki izin dari 
Bappebti. Sedangkan penyedia jasa opsi biner investasi Binomo 
masih belum memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka. Kepala 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Tjahya 
Widayanti menyatakan bahwa meskipun Binomo mengklaim menjadi 
anggota kategori 'A' di salah satu institusi keuangan internasional, 
Binomo tetap dinilai ilegal. 
"Meskipun Binomo mengaku menjadi anggota Komisi Finansial 
Internasional Kategori "A", namun dalam melakukan kegiatannya 
tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti 
                                                         
 41 Muhammad Ryan. Binomo Diblokir, Tapi Malah Ngeyel Buat Situs Baru. 
2019. Diambil dari https://www.law-justice.co/artikel/76282/binomo-diblokir-tapi-malah-
ngeyel-buat-situs-baru. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021. 
 42 Budi Setiawan. Ini Alasan Binomo Ilegal dan Diblokir Pemerintah. 2019. 
Diambil dari https://headtopics.com/id/ini-alasan-binomo-ilegal-dan-diblokir-pemerintah-
9765177. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021. 
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sebagaimana diatur melalui Pasal 31 ayat (1) UU No 32 Tahun 
1997," ungkap Tjahya.43 
 Tjahya juga membenarkan bahwa Bappebti telah melakukan 
pemblokiran pada dua website Binomo, binomo.com dan binomo.net. 
Pemblokiran tersebut bahkan telah dilakukan sejak 8 Oktober 2019.  
"Bappebti telah melakukan pemblokiran situs web Binomo dengan 
domain binomo.com dan binomo.net melalui Surat Dinas ke Kominfo 
No. 392/BAPPEBTI.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019," ungkap 
Tjahya. Dia mengatakan bahwa Binomo diblokir agar menghindari 
kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh program investasi yang 
dilakukan. 
"Binomo diblokir untuk menghindari kerugian masyarakat yang 
diakibatkan oleh pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi," kata Tjahya.44 
b) Iklan yang Manipulatif 
 Binomo sendiri memiliki strategi marketing yang cukup menarik. 
Salah satunya adalah menggunakan video iklan yang kerap muncul 
di YouTube. Jelas, dari strategi ini banyak orang mengetahui iklan 
tersebut dan mulai mengenal Binomo. Apakah dari segi marketing 
iklan tersebut berhasil? Bisa dikatakan iya, sebab orang semakin 
mengenal produk baik itu menanggapinya sebagai angin lalu saja 
atau memang menanggapinya secara serius. Dalam iklan video di 
YouTube tersebut Binomo menampilkan seorang yang bernama Budi 
Setiawan. Pada monolog yang disampaikannya, orang itu mengklaim 
sebagai seorang trader profesional yang mampu mendatangkan uang 
dengan mudah tanpa keluar dari rumah.  Sepintas, ini memang 
                                                         
 43 Alif Alhikam. Ini Alasan Binomo Ilegal dan Diblokir Pemerintah. 2019. 
Diambil dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4796421/ini-alasan-
binomo-ilegal-dan-diblokir-pemerintah. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021. 
 44 Ibid. 
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sangat menggiurkan bagi siapa saja untuk mendapatkan kekayaan 
dengan cara singkat.45  
 Di sisi lain, dari iklan YouTube Binomo orang juga berspekulasi jika 
Binomo investasi ilegal. Pandangan orang yang menganggap hal ini 
adalah, menghasilkan uang dalam waktu singkat seperti yang 
diiklankan memang tidak mudah. Bahkan ada yang menganggapnya 
tidak mungkin. Karena itulah, respon masyarakat menganggap iklan 
YouTube Binomo seolah manipulatif dan tidak masuk akal.46 Berikut 
merupakan jargon atau kalimat iklan Binomo yang dipermasalahkan:  
"Jutaan orang bahkan tak menyadari bahwa mereka bisa 
menghasilkan US$ 1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan 
Anda adalah salah satu dari mereka." 
 Dapat US$ 1.000 Sehari Tanpa Keluar Rumah, Emang Bisa? Tjahya 
juga membenarkan bahwa Bappebti telah melakukan pemblokiran 
pada dua website Binomo, binomo.com dan binomo.net. Pemblokiran 
tersebut bahkan telah dilakukan sejak 8 Oktober 2019. 
"Bappebti telah melakukan pemblokiran situs web Binomo dengan 
domain binomo.com dan binomo.net melalui Surat Dinas ke 
Kominfo No. 392/BAPPEBTI.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019," 
ungkap Tjahya.   
 Dia mengatakan bahwa Binomo diblokir agar menghindari kerugian 
masyarakat yang diakibatkan oleh program investasi yang 
dilakukan."Binomo diblokir untuk menghindari kerugian masyarakat 
yang diakibatkan oleh pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi," kata Tjahya.47 
 Sidharta Utama selaku Kepala Bappebti menjelaskan bahwasanya 
setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar 
negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang 
                                                         
 45 Admin. Binomo: Investasi Ilegal atau Resmi? Cari Tahu Dulu!, 2019. 
Diambil dari https://xdana.com/artikel/binomo-investasi-ilegal-atau-resmi-cari-tahu-dulu/. 
Diakses pada tanggal 3 Maret 2021. 
 46 Ibid. 
 47 Budi Setiawan. Op, Cit. 
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melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka. Misalnya, melalui 
promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan 
berjangka di Indonesia.48 Terlebih apabila mengingat opsi biner yang 
beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari 
regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan (dispute) antara 
nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, Bappebti selaku regulator 
di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat 
mediasi. 
 Selain itu, penyedia platform opsi biner tersebut tidak memiliki 
kantor perwakilan di Indonesia. Jadi, apabila masyarakat merasa 
dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. 
Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan 
legalitasnya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian 
perselisihan antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner. Apabila 
dilihat dari Pasal 5 huruf (a) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, telah menyatakan bahwa konsumen wajib untuk membaca 
atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.49  
 Sehingga pada kesimpulan sub bab ini, sesuai dengan Pasal 5 huruf 
a UU Perlindungan Konsumen, konsumen wajib membaca dan mengerti 
tentang pemakaian atau pemanfaatan jasa dan kemanan dan 
keselamatan penggunaan jasa dalam perdagangan opsi biner seperti 
platform Binomo ini. Kemudian, alasan pemerintah atau Bappebti 
melakukan pemblokiran terhadap beberapa platform opsi biner seperti  
Binomo adalah karena 2 hal, yaitu karena tidak memiliki izin operasional 
dari Bappebti dan iklan yang manipulatif dan dapat menggiring konsumen 
mengalami kerugian yang tidak sesuai dari iklan tersebut. 
 
                                                         
 48 Putra, Situmorang. Op, Cit.  
 49 Januar Rizki. Marak Investasi Ilegal, Bappebti Blokir 1000 Domain Lebih 
Sepanjang 2020. Diambil dari 
https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5fb39edb8be71/marak-investasi-ilegal--
bappebti-blokir-1000-domain-lebih-sepanjang-2020?page=all. Diakses pada tanggal 3 
Maret 2021. 
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2. Legalitas Hukum Perdagangan Opsi Biner di Indonesia Menurut 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
 Salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan 
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi 
nasional. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila tingkat 
pendapatan mereka meningkat. Hal itu secara tegas dan inheren 
dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945  dan Pasal 33 UUD  NRI 
1945, bahwa bumi dan air dan segala isinya harus diupayakan sedemikian 
rupa untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk 
mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan di 
sektor perdagangan. Perdagangan internasional yang dalam hal ini 
kegiatan ekspor ditujukan untuk mendapatkan devisa yang akan 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pembangunan suatu 
negara. Peningkatan di bidang perdagangan sebagai sarana untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tolok ukur utama untuk 
kemajuan suatu negara. Dewasa ini perdagangan tidak hanya dilakukan 
dengan cara perdagangan biasa, seperti ekspor, impor, dan perdagangan 
dalam negeri, tetapi jauh lebih luas daripada itu, yaitu dengan 
Perdagangan Berjangka Komoditi. 
 Dalam era globalisasi dan liberalisasi yang saat ini berlangsung 
sangat cepat telah mengakibatkan terjadinya persaingan yang makin 
tajam di dunia diiringi dengan terjadinya risiko yang sering sangat 
merugikan pihak pelaku usaha. Risiko yang terjadi yang sering dialami 
oleh para pelaku usaha adalah risiko pada mata rantai pemasaran, seperti 
harga, produksi, distribusi, dan pengolahan. Dari semua risiko tersebut, 
yang paling sulit diperkirakan adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi 
harga, khususnya harga di bidang komoditi. 
 Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru, karena sudah 
sejak zaman dahulu masyarakat melakukan berbagai bentuk investasi, 
hanya saja bentuk investasi pada zaman dahulu berbeda dengan bentuk 
investasi di zaman sekarang ini. Dalam berinvestasi secara umum dikenal 
adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang 
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diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang kemungkinan 
dihadapi, dan sebaliknya.50 Resiko hukum merupakan resiko yang timbul 
karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk 
resiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, 
ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan 
atau insolvensi.51 
 Namun resiko-resiko tersebut telah diantisipasi oleh Bappebti dalam 
Siaran Pers oleh Biro Hubungan Masyarakat Bappebti dengan cara 
melakukan pemblokiran terhadap entitas yang ilegal atau tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kementerian   
Perdagangan   melalui  Bappebti telah  memblokir   100   domain   situs   
entitas  di   bidang   Perdagangan Berjangka Komoditi (Selanjutnya dapat 
disebut sebagai PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti pada 
bulan Februari 2021. Pemblokiran tersebut telah dikoordinasikan dengan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga pemblokiran pada 
februari tersebut meningkatkan jumlah situs yang diblokir selumnya, yaitu 
dari 68 menjadi 168 situs. Domain situs entitas ini  mayoritasnya 
merupakan pialang berjangka  dari  luar  negeri  yang  mengaku  telah  
mendapat legalitas dari negara asalnya. Bappebti membatasi domain situs 
tersebut agar tidak dapat diakses di Indonesia untuk mencegah kerugian 
masyarakat. Bappebti  secara  rutin  melakukan  tindakan  pencegahan  
dengan memblokir domain  situs  entitas ilegal  di  bidang  PBK.52 
 Tindakan  tersebut  sekaligus  memberikan  literasi  kepada  
masyarakat.  Apabila suatu   domain   situs   tidak   dapat   diakses, 
tandanya domain   situs   tersebut   telah   melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. PBK merupakan investasi   yang 
sifatnya high risk, high return. Trader dapat memperoleh keuntungan 
                                                         
 50 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, 
PT. Alumni. Bandung, 2008, hlm. 9.  
 51 Lie Ricky Ferlianto, dkk, Komoditi Investasi Paling Prospektif, Elex Media 
Komputindo, Jakarta, 2006, hlm. 95-98. 
 52  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 100 Domain Diblokir, 
Bappebti Tegas Lakukan Pengawasan Di Bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. 2021. Diambil dari bappebti.go.id/siaran_pers/detail/7200. Diakses pada 
tanggal 20 Maret 2021. 
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yang sangat besar dari PBK, tapi potensi kerugian juga  sama besarnya. 
Iming-iming keuntungan yang besar ini digunakan oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab untuk mengajak calon nasabah terjun ke PBK tanpa 
persiapan seperti kemampuan keuangan yang memadai, serta 
pengetahuan yang cukup atas mekanisme transaksidan legalitas pelaku 
usaha.Masyarakat saat ini harus lebih waspada dengan  cukup maraknya 
grup Telegram atau WhatsApp yang  mengatasnamakan pialang 
berjangka yang telah mendapat izin usaha  dari Bappebti. Grup tersebut 
menawarkan produk kontrak berjangka dengan keuntungan di luar batas 
kewajaran dan meminta calon   nasabah untuk mentransfer ke rekening 
atas nama pribadi. Perlu   diingat, penyetoran dana margin nasabah 
ditujukan ke rekening segregated account pialang berjangka yang 
bersangkutan yang telah terdaftar dan disetujui oleh Bappebti. Sehingga 
masyarakat sebelum berinvestasi, masyarakat diharapkan selalu 
mengecek legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang 
ditawarkan. Selain itu,  masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan 
janji keuntungan di  luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu 
mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya. Berikut merupakan 
daftar entitas 51 dari 100 situs yang diblokir oleh Bappebti di Bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi.53 
Tabel 3.1 Daftar Entitas 51 dari 100 Situs yang Diblokir oleh Bappebti 
di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 
NO. NAMA ENTITAS SITUS ENTITAS 
1. AAA Trade https://aaatrade.com 
2. Best Forex Cashback https://bestforexcashback.com 
3. BFX Rebate http://103.77.107.244/ 
4. BIC Markets https://bicfx.com 
5. Bigboss Financial https://bigboss-financial.com 
                                                         
 53 Ibid. 
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6. Binomo https://binomo-webtrading.com 
7. Binomo https://binomo.zendesk.com 
8. Binomo https://binomo-login.com 
9. Binomo https://binomo-platform.com 
10. Binomo https://binomo-site.com 
11. Binomo https://daftarbinomo.net 
12. Blackwell Global https://blackwellglobal.com  
13. Blueberry Markets  https://blueberrymarkets.com  
14. Bluesui  https://bluesuisse.com  
15. BMFN  https://bmfn.com  
16. CDO Markets  https://cdomarkets.com  
17. Charter Prime  https://charterprime.com  
18. CK Markets  https://ckmarkets.com 
19. Core Liquidity Markets  https://clmforex.com  
20. Cresco Fx https://crescofx.com  
21. Crypto Altum  https://cryptoaltum.com  
22. Crypto Rocket  https://cryptorocket.com  
23. CWG Markets  https://cwgmarkets.com  
24. Darwinex  https://darwinex.com  
25. Eightcap  https://eightcap.com  
26. EverFx  https://everfx.com  
27. FBS  https://fbsidn-fx.com  




30. FBS https://fbsrebate80.blogspot.com 
31. Fidelis Capital Markets  https://fideliscm.com  
32. Forex Trading Pro https://forextrading.pro 
33. Forexe  https://forexee.com  
34. Friedberg Direct  https://friedbergdirect.com  
35. Fusion Markets https://fusionmarkets.com  
36. Fx Finance  https://fxfinance-pro.com  
37. Fx Giants  https://fxgiants.co.uk  
38. Fx Rebate  https://fxrebate.net  
39. GBE Brokers  https://gbebrokers.com  
40. Global Prime  https://globalprime.com 
41. GSI Markets https://gsimarkets.com  
42. Ice Fx  https://ice-fx.com  
43. ICM Brokers  https://icmbrokers.com  
44. ICM.com https://icmcapital.co.uk 
45. IFS Markets  https://ifsmarkets.com  
46. IQ Option  https://iqoptionib.com  
47. IQ Option https://banking.trading  
48. JFD Bank  https://jfdbank.com  
49. Just2Trade  https://j2t.com  
50. Key to Markets https://keytomarkets.com 
51. Klimex Capital Markets https://klimexcm.com 
 
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya salah satu entitas 
perdagangan berjangka yang diblokir terdapat opsi biner Binomo, 
sehingga legalitas Binomo di Indonesia tidak diakui karena telah diblokir 
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oleh Bappebti. Selain itu, opsi biner Binomo juga tidak sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 1997 dan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Selanjutnya dapat disebut sebagai UU No. 10 Tahun 2011). Hal tersebut 
dapat diketahui dalam Pasal 31, 35 UU No. 32 Tahun 1997 dan Pasal 71 
UU No. 10 Tahun 2011 yang memiliki bunyi dan penjelasan sebagai 
berikut: 
Pasal 31 
"(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat 
dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan 
terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari 
Bappebti." 
Penjelasan Pasal 31 
"Ayat (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya 
Nasabah dalam rangkaian kegiatan Perdagangan Berjangka, 
kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan 
usaha sebagai Pialang Berjangka hanya boleh dilakukan setelah 
memperoleh izin usaha dari Bappebti." 
Pasal 35A 
"(1) Kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka dapat dilakukan 
oleh Anggota Bursa Berjangka, baik oleh orang perseorangan 
maupun badan usaha yang berdomisili di dalam atau di luar negeri, 
yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti. (2) 
Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas 
keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi." 
 Dalam Pasal 31 ayat (1) dan 35A ayat (1) di atas telah dijelaskan 
bahwasanya kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat 
dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin 
usaha Pialang Berjangka dari Bappebti, sedangkan dapat diketahui pada 
tabel 3.1 di atas diketahui bahwa Binomo telah diblokir oleh Bappebti 
sehingga menurut Pasal 31 ayat (1) dan 35A ayat (1) beserta Penjelasan 
Pasal 31 UU No. 32 Tahun 1997, legalitas binomo tidak dapat diakui 
sebagai perusahaan Pialang Berjangka yang dapat beroperasi di 
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Indonesia. Apabila opsi biner Binomo tersebut memaksakan untuk 
melakukan operasi usaha maka akan terdapat akibat hukum yang dapat 
dikenakan terhadap opsi biner Binomo tersebut, yaitu berlakunya sanksi 
pidana dan sanksi denda yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) dan (3) 
UU No. 10 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 71 
"(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka 
tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), 
atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan 
denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)." 
(3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), 
atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 
 Sehingga dapat diketahui bahwasanya apabila pialang berjangka 
ilegal tersebut melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) 
dan Pasal 35A ayat (1), seperti Binomo memaksakan untuk melakukan 
operasi usahanya di Negara Indonesia dapat diberikan suatu sanksi 
pidana pada Pasal 71 ayat (1) paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 
tahun maupun denda uang paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling 
banyak 20 miliar rupiah, sedangkan pada Pasal 71 ayat (3) pidana penjara 
paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun beserta denda paling 
sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Maka untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai aspek-aspek dari keabsahan entitas 
usaha perdagangan opsi biner Binomo di Negara Indonesia, dapat 
diketahui melalui analisa yang telah dilakukan oleh penulis dengan 
dihubungkan terhadap suatu aspek kegiatan opsi biner  dengan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia yang dapat diketahui sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Aspek Keabsahan Entitas Usaha Opsi Biner Binomo di 
Indonesia54 
Aspek Analisis 
Keabsahan Entitas Usaha Berdasarkan website Binomo, 
bahwa Binomo bukanlah 
perusahaan yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia, 
melainkan Binomo didirikan 
menurut hukum Negara Siprus 
atau Republik Seychelles karena 
alamat kantor Binomo yang 
dicantumkan terletak di kedua 
negara tersebut. Siprus memang 
negara utama sebagai markas dari 
perdagangan opsi biner. Namun 
hal yang disayangkan, 
berdasarkan riset melalui website 
Binomo, tidak terdapat kantor 
perwakilan Binomo di Negara 
Indonesia, sehingga apabila 
terdapat masalah hukum, maka 
akan terbentur dengan beberapa 
batasan (misalnya jarak, waktu, 
dan lain-lain) sehingga aktivitas 
bisnis tidak pasti. 
Izin Sebagai Pialang Binomo selalu menempatkan diri 
sebagai broker, namun website 
Binomo tidak mencantumkan izin 
dari otoritas perdagangan 
berjangka terkait, baik otoritas di 
                                                         
 54  Ricky Pratomo, Legalitas Binomo di Indonesia. 2018. Diambil dari 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bee760dea39e/legalitas-binomo-di-
indonesia/. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021. 
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negara asal maupun izin dari 
Bappebti. Dengan demikian, 
validitas Binomo sebagai pialang 
juga tidak jelas. 
Tempat Perdagangan Perdagangan opsi biner oleh 
Binomo jelas tidak 
diselenggarakan melalui bursa 
berjangka Indonesia yang 
mendapatkan izin usaha dari 
Bappebti, sehingga tidak ada 
jaminan hukum apapun bahwa 
transaksi opsi biner yang dilakukan 
melalui Binomo diawasi dan 
mendapatkan perlindungan dari 
Bappebti. 
 
 Berdasarkan penelusuran dari website Binomo dan dikaitkan 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 
berjangka, dapat disimpulakan bahwa validitas dari entitas usaha hingga 
transaksi opsi biner yang diselenggarakan oleh Binomo patut dicurigai 
bahwa opsi biner Binomo merupakan entitas usaha yang tidak legal, 
karena tidak mencantumkan izin usaha pialang dan telah melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika sebuah broker atau 
pialang perdagangan berjangka tidak mempunyai izin usaha, maka dapat 
dikatakan tidak legal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Terlebih lagi, dengan iklan yang manipulatif oleh Binomo telah membuat 
masyarakat banyak tertipu dengan slogan Binomo seperti:  
"Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa 
menghasilkan US$1.000 dollar per hari tanpa meninggalkan rumah 
dan Anda adalah salah satu dari mereka." 
 Slogan iklan tersebut dikatakan oleh pihak Bappebti sebagai iklan 
yang manipulatif dan tidak wajar, sehingga berpotensi merugikan 
masyarakat yang tidak mengetahuinya. Maka, dapat dikatakan bahwa 
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iklan manipulatif serta tidak wajar tersebut telah melanggar ketentuan 
pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal 31 
(1) Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan 
transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 
Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan 
transparan. 
 Iklan yang manipulatif dan berlebihan atau tidak wajar tersebut 
telah melanggar ketentuan Pasal 31 di atas. Selain itu, iklan yang tidak 
wajar tersebut dibintangi oleh aktor yang bukan trader sungguhan, 
melainkan pria yang hidup susah dan bukan trader, yaitu Yossua Putra. 
Yossua Putra tersebut merupakan bintang iklan Binomo yang dinilai 
berlebihan dan memiliki nama di iklan tersebut sebagai Budi Setiawan. 
Yossua Putra mengatakan bahwa Budi Setiawan merupakan sosok fiktik 
dan bukanlah trader professional, melainkan hanya seorang musisi yang 
berdomisili di Bali. Dalam kesehariannya, Yossua Putra hanya bangun, 
surfing dan di kosan, kosannya pun hanya 650 ribu sebulan.55 Sehingga 
iklan tersebut sangatlah manipulatif dan berlebihan sehingga telah 
melanggar ketentuan pada Pasal 31 UU No. 10 Tahun 2011. 
 Terlebih lagi, hukuman mengenai sanksi operasi usaha 
perdagangan opsi biner  tersebut tidak hanya memiliki akibat hukum 
terhadap perusahaan saja, bahkan terhadap masyarakat umum juga 
memiliki akibat hukum berupa sanksi pidana maupun sanksi denda yang 
dapat diketahui pada ketentuan Pasal 39 ayat (1a) dan Pasal 73D UU No. 
10 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 49 
                                                         
 55 Lidya Julita Sembiring. Kisah Bintang Binomo: Hidup Ngekos Rp 650 Ribu 
Sebulan. 2019. Diambil dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191130152413-37-
119301/kisah-bintang-binomo-hidup-ngekos-rp-650-ribu-sebulan. Diakses pada tanggal 
22 Maret 2021. 
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"(1) Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan 
Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.  
(1a) Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif 
lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, 
seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, 
dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi 
yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin 
dari Bappebti." 
Pasal 73D 
"(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1a), dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah)." 
 Sehingga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1a) 
dan Pasal 73D dapat diketahui bahwasanya setiap pihak yang melakukan 
kegiatan Perdagangan Berjangka yang dilarang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan maka dapat dikenakan suatu tindak pidana penjara 
paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun beserta denda paling 
sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Sanksi yang 
terdapat pada Pasal 73D tersebut dapat diberlakukan bagi setiap pihak 
yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka seperti melakukan 
kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun 
dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu 
untuk tujuan transaksi Binomo. 
 Sebagai contohnya, terdapat salah satu pihak yang telah melakukan 
pelanggaran pada Pasal 49 adalah Indrakenz. Indrakenz merupakan 
seseorang trader pintar dan sukses yang terkenal di TikTok. Indrakenz 
memiliki mobil sport dan kemewahan yang sering dipublikasikan di media 
sosialnya 56  serta melakukan ajakan terhadap followersnya untuk 
                                                         
 56 Iman Rahman Cahyadi. Pernah Tertipu Investasi Bodong, Indra Kenz 
Bangkit Jadi Trader Sukses. 2020. Diambil dari https://www.beritasatu.com/gaya-
hidup/677885/pernah-tertipu-investasi-bodong-indra-kenz-bangkit-jadi-trader-sukses. 
Diakses pada tanggal 20 Maret 2021. 
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mengikuti kelas yang didirikannya, yaitu kelas dalam mempelajari 
perdagangan opsi biner Binomo, yaitu kursustrading.com. Seruan atau 
ajakan oleh Indrakenz untuk mengikuti kelas mempelajari opsi biner 
Binomo dapat diketahui pada situs kursustrading.com yang menjelaskan 
sebagai berikut: 
"Kursustrading.com telah didirikan oleh Indrakenz pada tahun 2019, 
yang merupakan platform belajar trading binary option dengan 
harga yang terjangkau dan bergaransi seumur hidup. Dengan 
berorientasikan pelanggan, kami memberikan jaminan bimbingan 
sampai mahir. Semua orang dapat melakukan trading dengan 
mudah dimana saja dan kapan saja hanya dengan satu device dan 
koneksi internet. Trading memberi kesempatan pada setiap orang 
untuk meraih kebebasan finansial. Cukup sekali bayar, kamu dapat 
menikmati semua fasilitas dan konsultasi gratis seumur hidup! Tidak 
hanya itu, disini kamu juga akan bergabung dengan trader lainnya 
di seluruh Indonesia dalam sebuah grup chat untuk sharing dan 
berdiskusi. Raih profitmu bersama kursustrading.com!"57 
 Apabila dihubungkan antara kelas Indrakenz dengan pemblokiran 
Binomo di Indonesia, maka Indrakenz telah melanggar ketentuan Pasal  
49 UU No. 10 Tahun 2011 sehingga dikenai sanksi yang terdapat pada 
Pasal 73D UU No. 10 Tahun 2011. Sehingga dapat diketahui bahwa 
operasional opsi biner Binomo ini dapat memiliki akibat hukum terhadap 
2 pihak, yaitu perusahaan opsi biner Binomo yang tidak memiliki validitas 
atau dapat dikatakan sebagai usaha ilegal karena telah diblokir oleh 
Bappebti dan masyarakat umum yang ikut dalam kegiatan perdagangan 
opsi biner. Maka, menurut UU No. 10 Tahun 2011 opsi biner Binomo telah 
melanggar beberapa ketentuan seperti tidak memiliki izin dan iklan yang 
manipulatif sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia 
serta masyarakat umum dapat dikenai sanksi apabila melakukan transaksi 
atau melakukan ajakan terhadap masyarakat lainnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 49 UU No. 10 Tahun 2011. 
 
 
                                                         
 57  Kursus Trading. Tentang Kami. 2021. Diambil dari 
https://www.kursustrading.com/tentang-kami. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021. 
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B. Perbandingan hukum perdagangan opsi biner yang berlaku di 
Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat 
1. Perbedaan Konsep Perdagangan Opsi Biner dengan Foreign 
Exchange (Forex) 
 Walaupun binary option dan forex pada praktiknya hampir sama, 
namun terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa perbedaan 
tersebut adalah sebagai berikut:58  
a. Jenis Order.  
  Pada Binary Option tidak ada opsi buy ataupun sell 
dikarenakan memang tidak membeli ataupun menjual aset yang 
ditradingkan. Order pada binary option hanya melibatkan call/put 
atau biasa juga menggunakan high/low. Misalkan trader mengambil 
opsi put/low maka asalkan harga turun lebih rendah dari posisi 
semula dalam waktu yang telah ditentukan maka akan mendapatkan 
profit. Sedangkan pada trading forex, ada eksekusi order langsung 
buy/sell, pending order, berupa limit dan stop order serta mengenai 
profit atau loss berdasarkan jarak pips dari orderan semula, maka 
dalam Forex ada kemungkinan profit besar atau kecil dan loss besar 
atau kecil.  
b. Profit dan loss.  
  Pada binary option, profit atau keuntungan ataupun 
loss/kerugian telah ditentukan dari awal dengan pasti sebelum 
melakukan order. Sebagai contoh ketika seorang trader mengambil 
opsi "call" dengan kapital USD 100, maka jika option gagal maka 
trader akan kehilangan seluruh kapital tersebut. Namun, jika berhasil 
maka kapital USD 100 tersebut akan ditambahkan dengan jumlah 
profit sesuai rate payout. Rate payout adalah jumlah presentase 
profit yang telah ditentukan sebelum membuka option atau 
melakukan order. Sehinga pada contoh di atas, jika sebelum memilih 
opsi "call" tersebut kemudian trader memilih rate payout 80%, maka 
                                                         
 58 Ahmad Firjatullah Hassanuddin. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option. Jurusan Hukum Bisnis Syariah 
Universitas Islam Negeri Malang, Malang. 2019. hlm. 74. 
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jumlah profit yang akan diperoleh adalah sebesar USD180. Ukuran 
profit dan loss pada binary option adalah tetap, tidak peduli sejauh 
apapun harga bergerak.  
  Sedangkan pada perdagangan forex jumlah profit ataupun 
loss tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Selama order masih 
terbuka, perolehan trading masih bisa terus bertambah atau 
berkurang mengikuti tingkat pergerakan harga. Namun, hal ini bisa 
diatasi dengan menempatkan stop loss untuk membatasi kerugian 
ataupun take profit untuk mencuri keuntungan. 
c. Biaya trading.  
  Pada trading binary option tidak mengenakan biaya trading 
apapun. Tidak ada spread ataupun komisi di tiap posisi yang trader 
buka. Perhitungan untung rugi sudah dikalkulasikan berdasarkan 
jumlah kapital dan rate payout yang telah dipilih sendiri. Sementara 
itu, broker forex mengenakan charge berupa spread atau komisi yang 
langsung otomatis dibebankan terhadap posisi trading trader. 
Besaran spread ini bisa bermacam-macam tergantung broker dan 
pair yang digunakan. Di saat ada peningkatan volatilitas, spread juga 
bisa melebar di atas normal. 
d. Close position.  
  Pada binary options hanya memakai satu metode close 
posisi atau close order, yaitu expiry time. Fitur ini dapat menutup 
secara otomatis option binary sesuai dengan ukurang waktu yang 
telah ditentukan. Misalnya ketika trader membuka option "call" 
EUR/USD dengan expiry time 10 menit, maka option tersebut hanya 
akan berlangsung selama 10 menit. Kemudian saat expiry habis, 
maka option "call" tersebut akan tertutup secara otomatis. Expiry ini 
bisa jadi sangat penting, karena bila saat ditutup harga tidak berada 
di level yang lebih tinggi dari posisinya semula, option tersebut bearti 
out of the money (gagal atau loss).  
  Di forex, pilihan close posisi ada 3 macam, secara manual, 
terkena stop loss/take profit, dan terkena margin call. Berbeda 
dengan Binary Option yang perkiraan expirynya ditentukan sebelum 
membuka option, close secara manual dilakukan ketika posisi order 
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sedang berjalan. Stop loss atau take profit dapat direncanakan 
sebelum open posisi, namun trader juga masih bisa mengubah 
levelnya ketika posisi masih berjalan. 
 Untuk lebih jelasnya, perbedaan dari kedua trading tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut:59 
Tabel 3.3 Perbedaan Forex dan Binary Options. 
Indikator 
Pembeda 






Forex Perkiraan naik atau 
turun suatu pair forex 




ditentukan dari nilai 
kapital.  
Jenis order 1) Buy/Sell, 
2) Pending Order. 
1) Call put atau high 
low,  
2) Touch/No Touch,  
3) In/Out.  
Ukuran profit & loss Disesuaikan dengan 
fluktuasi pergerakan 
harga. 




Loss sesuai dengan 
nilai kapital.  
Biaya trading Spread atau Komisi,  Tidak ada.  
Close posisi 1) Manual,  
2) Stop loss,  
3) Take profit,  
Expiry Time.  
                                                         
 59 Astronacci. Mana Lebih Bagus Binary Options atua Forex. 2020. Diambil 
dari https://www.astronacci.com/blog/read/mana-lebih-bagus-binary-options-atau-forex. 
Diakses pada tanggal 5 April 2021. 
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4) Margin call. 
Platform trading 1) Platform Unduhan 







Sumber: Situs Astronacci, 2020. 
 Kemudian situs Forex Indonesia juga mengemukakan bahwasanya 
terdapat 3 perbedaan dari pergadangan forex dengan binary options, 
yaitu sebagai berikut:60 
a. Risiko Forex Naik-Turun, Risiko Binary Options Tetap   
  Dalam trading forex, dana yang tersedia dalam akun kita 
(Account Balance) akan naik-turun bersama dengan seberapa besar 
profit atau kerugian yang kita alami. Kita bisa mempertahankan posisi 
trading itu hingga waktu yang tak terbatas, asalkan tersedia Account 
Balance yang memadai. Misalkan prediksi Anda gagal tercapai dalam 
1 jam, maka Anda bisa membiarkan posisi terbuka hingga 1 hari atau 
bahkan lebih, hingga harga benar-benar mencapai target yang 
diinginkan. Contohnya, Anda memprediksi pasangan EUR/USD akan 
naik dalam tempo 30 menit, kemudian membuka posisi dengan 
mempertaruhkan dana USD100. Jika prediksi itu benar, maka Anda 
akan mendapatkan imbalan 90 persen dari dana yang dipertaruhkan, 
sehingga dapat membawa pulang (100+90=USD190) dalam 30 
menit. Namun, jika prediksi itu salah, maka USD100 yang Anda 
pertaruhkan itu akan hangus dalam 30 menit.   
b. Broker Forex Menghubungkan Trader dengan Pasar, sedangkan  
  Binary Options Pasti Bandar  Ketika Anda trading forex, 
memang tidak secara fisik memegang mata uang yang 
diperdagangkan. Namun, eksekusi order Anda benar-benar 
disampaikan ke pasar uang oleh broker (apabila broker bertipe ECN). 
Namun, broker Binary Options tidak melakukan hal itu. Saat Anda 
                                                         
 60  Admin. Perbedaan Binary Options dan Forex yang Bisa Menjebak 
Trader Pemula. 2018. Diambil dari https://forexindonesia.info/belajarforex/perbedaan-
binary-options-dan-forex-yang-bisa-menjebak-trader-pemula.html. Diakses pada tanggal 5 
April 2021. 
 52 
membuka posisi trading, pada dasarnya Anda bertaruh melawan 
bandar. Jika Anda menang, maka Bandar harus membayar uang pada 
Anda. Jika Anda kalah, maka uang Anda pindah ke tangan Bandar.   
c. Binary Options Tidak Termasuk Aset Finansial  Nah, ini adalah 
kesalahpahaman paling besar di kalangan trader pemula. 
Kebanyakan orang awam menganggap, karena Binary Options 
menggunakan istilah-istilah mirip Forex, seperti EUR/USD, USD/JPY, 
Gold, Indeks Dow Jones, dan lain sebagainya, maka pasti Binary 
Options termasuk investasi finansial juga. Padahal, Binary Options 
tidak termasuk aset finansial, melainkan sejenis perjudian. Buktinya, 
tak ada broker Binary Options yang mengantongi regulasi dari 
lembaga pemerintah bonafid.  
  Setelah itu, karena Binary Options dianggap mengakibatkan 
kerugian besar bagi masyarakat, maka perijinannya dialihkan ke 
Financial Conduct Authority (FCA). Namun, sejak saat itu hingga detik 
ini, FCA tak pernah memberikan lisensi bagi broker Binary Options 
sama sekali. Regulator lain yang pernah memberikan ijin bagi broker 
Binary Options adalah CySEC Siprus yang juga menaungi broker 
forex. Namun, dalam setahun belakangan, CySEC mulai mencabut 
lisensi broker Binary satu per satu, karena kesepakatan asosiasi 
regulator finansial Eropa (ESMA) untuk melarang Binary Options. 
Akibatnya, sebagian diantaranya memilih banting setir menjadi 
broker forex atau berhenti beroperasi, seperti Anyoption dan 24 
Options. 
 
2. Perdagangan Opsi Biner Binomo di Negara Indonesia 
 Di tengah maraknya tren binary option belakangan ini, Badan 
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau dapat disebut 
Bappebti telah menegaskan bahwa hingga saat ini Bappebti tidak 
mengatur mengenai binary option yang memfasilitasi transaksi komoditi, 
forex, indeks dan produk lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala 
Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti M.Syist. 
yang menyatakan bahwa meskipun banyak pihak yang melakukan 
praktek binary option, namun Bappebti tidak dapat memberikan perizinan 
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terhadap aplikasi binary option. Menurutnya, memang ada kemiripan 
istilah yang digunakan yaitu istilah Option dengan istiliah opsi. Opsi sendiri 
berdasarkan Pasal 1 angka 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Selanjutnya dapat disebut 
sebagai UU No. 32 Tahun 1997)61 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Selanjutnya dapat disebut sebagai UU PBK) adalah kontrak 
yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual 
kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan 
jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan 
membayar sejumlah premi.62  
 Kemudian, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan 
Penindakan Bappebti M. Syist menjelaskan bahwasanya option dalam 
konteks yang ditawarkan oleh broker kepada trader/investor melalui 
binary option hanya sebatas memilih prediksi harga naik atau harga turun 
didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit atau 
sebaliknya trader/investor mengalami kerugian. Sehingga untuk opsi 
biner tidak ada yang telah mendapat perizinan dari Bappebti.  Dengan 
memperhatikan praktek binary option seperti itu, maka tidak ada dasar 
hukum bagi Bappebti untuk memberikan perizinan terhadap aplikasi 
binary option.63 
 Kemudian, Pada tahun 2020 pun, Bappebti bekerjasama dengan 
Kemenkominfo dan para registrar di Indonesia telah memblokir sebanyak 
1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. 
Dari jumlah tersebut, beberapa entitas diketahui melakukan kegiatan 
                                                         
 61  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720. 
 62  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232. 
 63  Hikma Dirgantara. Bappebti pastikan transaksi binary option di 
Indonesia ilegal. 2021. Diambil dari https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-
pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal. Diakses pada tanggal 20 April 
2021. 
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binary option, antara lain Binomo, Olymptrade, Expert Option, dan IQ 
Option. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh trader 
melalui binary option berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, guna mencegah kerugian tersebut, Bappebti 
secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan secara online.64 
 Sehingga dapat diketahui bahwasanya tidak hanya binomo saja 
yang tidak diizinkan untuk beroperasi sebagai perusahaan opsi biner di 
Indonesia, namun perdagangan jenis opsi biner memang tidak 
dibenarkan dan tidak diizinkan untuk beroperasi di Indonesia. Berbeda 
halnya dengan foreign exchange (Selanjutnya dapat disebut sebagai 
Forex) yang telah mendapatkan suatu regulasi dan dapat diperdagangkan 
melalui broker-broker yang telah terdaftar dan legal di Bappebti. 
 Walaupun forex dan opsi biner Binomo memiliki kesamaan dalam 
hal produk yang diperdagangkan, namun hal yang membuat pemerintah 
melarang masyarakat Indonesia untuk memperdagangkan opsi biner 
Indonesia adalah karena perdagangan tersebut bersifat seperti perjudian, 
manipulatif dan terlalu meninggi-ninggikan sejumlah keuntungan yang 
besar dan cepat seperti trading opsi biner Binomo. Selain itu, menurut 
Pasal 31 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya 
kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh 
Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah 
memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti. Sedangkan opsi 
biner tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang 
Berjangka dari Bappebti. Maka dapat diketahui bahwasanya opsi biner 
merupakan produk usaha yang tidak dapat diperdagangkan di Indonesia 
dan bersifat ilegal, begitupun dengan Aplikasi Binomo yang telah diblokir 
oleh Bappebti. 
 
3. Perdagangan Opsi Biner Binomo di Negara Amerika Serikat 
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 Menurut Commodity Futures Trading Commision (Selanjutnya 
dapat disebut seabgai CFTC) Opsi biner merupakan investasi high risk 
high return di mana satu sisi menang dan sisi lain kalah tergantung pada 
hasil ya / tidak saat kedaluwarsa. Imbalan dari investasi yang menang 
adalah jumlah uang tetap atau persentase yang diumumkan dari investasi 
awal. Hasil yang merugi umumnya mengakibatkan kerugian total dari 
investasi tersebut.65 
 Opsi biner merupakan legal dan tersedia untuk diperdagangkan di 
Amerika Serikat (Selanjutnya dapat disebut sebagai A.S.) tetapi harus 
diperdagangkan di bursa A.S. yang teregulasi. Pertukaran ini adalah Pasar 
Kontrak yang Ditunjuk (Selanjutnya dapat disebut sebagai DCM). 
Beberapa opsi biner terdaftar di bursa terdaftar atau diperdagangkan di 
DCM yang tunduk pada pengawasan oleh CFTC. Berikut juga merupakan 
sebagian kecil dari pasar opsi biner yang telah terdaftar pada regulasi 
A.S., dimana hanya terdapat tiga DCM yang legal menawarkan opsi biner 
di A.S., yaitu Cantor Exchange, LP; Chicago Mercantile Exchange, Inc. 
(CME); dan North American Derivatives Exchange, Inc. (NADEX).  Namun, 
banyak perusahaan lepas pantai yang terlibat dalam transaksi opsi biner 
komoditas tidak terdaftar di CFTC, dan pemerintah A.S. hanya 
merekomendasikan untuk pilihan yang terbaik adalah menghindarinya 
sepenuhnya, bukan melarangnya. 66 
 Jadi, perdagangan opsi biner di Amerika Serikat adalah legal, tetapi 
sebagian besar platform perdagangan berbasis Internet yang 
mempromosikannya tidak terdaftar di A.S. untuk melakukan jual-beli opsi 
biner.67 Dalam pelaksanaannya Amerika Serikat tidak melarang seseorang 
warga negaranya untuk melakukan transaksi opsi biner, hanya saja 
terdapat himbauan kepada masyarakat oleh CFTC bahwa dalam 
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melakukan perdagangan opsi biner dan memilih broker, harus melihat 
dalam kriteria-kriteria sebagai berikut:68 
a. Di mana basis mereka, dan apakah mereka memiliki lokasi A.S.? Jika 
mereka menjawab ya, verifikasi bahwa mereka terdaftar di CFTC dan 
National Futures Association.  
b. Apakah legal bagi mereka untuk meminta pelanggan di Amerika 
Serikat?  
c. Apakah dana pelanggan mereka disimpan dalam rekening terpisah di 
bank besar AS? Bisakah Anda menarik dana Anda kapan saja?  
d. Apakah mereka pernah untung karena pelanggan di sisi lain rugi?  
 Untuk lebih mudah menghindari penipuan dan janji palsu, CFTC 
juga merekomendasikan kepada calon nasabah untuk harus bekerja 
dengan bursa yang diatur CFTC di AS.69 Kemudian juga terdapat larangan 
bagi perdagangan opsi biner yang tidak berdasarkan pada Section 4c Act 
Public No. 675— 74th Congress, yang menjelaskan bahwa.  
Section 4c 
"Adalah melanggar hukum bagi siapa pun yang menawarkan untuk 
mengadakan, mengadakan, atau mengkonfirmasi pelaksanaan, 
setiap transaksi yang melibatkan komoditas apa pun, yang sedang 
atau dapat digunakan untuk: 
(1) lindung nilai setiap tindakan trans dalam perdagangan 
antarnegara bagian dalam komuniti tersebut. atau produk atau 
produk sampingannya, atau  
(2) menentukan dasar harga dari setiap transaksi dalam 
perdagangan antarnegara bagian dalam komoditas tersebut * atau  
(3) mengirimkan komoditas yang dijual, dikirim, atau diterima 
dalam perdagangan antar negara untuk pemenuhannya. 
(A) jika transaksi seperti itu, bersifat. atau umumnya dikenal 
sebagai perdagangan sebagai, penjualan cwash ',' perdagangan 
silang ', atau' perdagangan modasi ', atau merupakan penjualan 
fiktif:  
(B) jika transaksi tersebut adalah, bersifat, atau secara umum 
dikenal dalam perdagangan sebagai, 'privilege', 'indemnity', 'bid', 
'offer', 'put', 'call', 'uang muka jaminan', atau 'penurunan jaminan, 
atau  
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 69 Ibid. 
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(C) jika transaksi tersebut digunakan untuk menyebabkan harga 
dilaporkan, didaftarkan, atau dicatat yang bukan merupakan harga 
yang benar dan bonafid. Tidak ada di bagian ini yang dapat 
ditafsirkan untuk mencegah pertukaran" 
 Sehingga dari ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa 
perdagangan yang dilarang adalah perdagangan yang bersifat penjualan 
fiktif dan perusahaan yang tidak bonafid atau terpercaya. Sedangkan opsi 
biner Binomo merupakan salah satu opsi biner yang telah memenuhi 
unsur sebagai produk yang didasari oleh "swap" oleh Section 47 A dari 
Act, 7 USC 2012 yang mendefinisikan "swap" sebagai termasuk, antara 
lain, "perjanjian, kontrak, atau transaksi" yang:70 
a. Merupakan opsi dari setiap jenis;  
b. Menyediakan pembayaran tergantung pada kejadian, nonoccurrence, 
atau tingkat terjadinya suatu peristiwa atau kontinjensi; atau  
c. Menyediakan atas dasar eksekusi untuk pembayaran berdasarkan 
nilai satu atau lebih bunga atau kurs, mata uang, komoditas, 
sekuritas, atau kepentingan keuangan atau ekonomi atau properti 
lainnya, dan yang mentransfer seluruh atau sebagian risiko keuangan 
yang terkait dengan perubahan masa depan dalam nilai tersebut 
antara pihak-pihak yang bertransaksi tanpa juga menyampaikan 
kepentingan kepemilikan di aset atau kewajiban.  
 Jadi, mengenai perdagangan opsi biner baik itu legal maupun ilegal, 
masyarakat A.S. diperbolehkan untuk melakukan transaksi namun harus 
berhati-hati dalam memilih broker opsi biner. Opsi biner di A.S. hanya 
diatur mengenai hal-hal yang umum, dimana perusahaan tidak 
bertentangan dengan ketentuan seperti transaksi manipulatif, fiktik, 
ataupun penipuan. A.S. hanya mengatur mengenai unsur-unsur yang 
menyebabkan opsi biner diperbolehkan untuk diperdagangkan, seperti 
halnya adanya unsur swap  yang ada juga pengaturannya dalam 
peraturan tentang perdagangan berjangka di Indonesia. Berbeda dengan 
Indonesia, apabila suatu ensitas atau broker yang tidak memiliki izin atau 
ilegal maka akibatnya perusahaan tersebut wajib diblokir dan tidak 
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diperbolehkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Apabila terdapat 
masayrakat Indonesia yang memilih untuk melakukan transaksi opsi biner 

























 Adapun 2 (dua) kesimpulan penulis dalam hasil penelitian skripsi ini, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Legalitas hukum perdagangan opsi biner di Indonesia adalah tidak sah. Hal 
ini dikarenakan menurut Bappebti, perdagangan Opsi Biner belum diatur 
sehingga dianggap ilegal, terlebih pada salah satu platform perdagangan 
opsi biner yaitu Binomo yang dapat merugikan masyarakat karena iklannya 
yang sangat manipulatif yang menjelaskan bahwa Binomo dapat membuat 
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seseorang dapat kaya secara cepat melalui perdagangan opsi biner tanpa 
menginfokan juga mengenai faktor resiko dan belum terdaftar secara resmi 
sebagai Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang 
telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti sesuai 
dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Selain itu, Binomo 
selalu menempatkan diri sebagai broker, namun website Binomo tidak 
mencantumkan izin dari otoritas perdagangan berjangka terkait. Dengan 
demikian, validitas opsi biner di Indonesia tidak jelas karena belum terdapat 
hukum yang mengaturnya dan berbagai perusahaan yang memiliki 
kegiatan perdagangan opsi biner menjadi tidak sah dan tidak memiliki izin 
dari Bappebti. 
2. Hukum perdagangan opsi biner yang berlaku di Indonesia dan Amerika 
Serikat memiliki perbedaan pengaturan, dimana Indonesia telah memblokir 
Opsi Biner, khusunya Binomo karena iklannya yang manipulatif sehingga 
dapat merugikan masyarakat Indonesia, kemudian juga semua platform 
mengenai jenis perdagangan ini belum terdaftar di BAPPEBTI, dan sifat 
perdagangan Binomo yang dianggap memiliki persamaan dengan judi. 
Sedangkan di Amerika Serikat, masyarakatnya diperbolehkan untuk 
melakukan transaksi perdagangan opsi biner, namun masih tetap 
diperingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi. Opsi biner di 
A.S. hanya diatur mengenai hal-hal yang umum, dimana perusahaan tidak 
bertentangan dengan ketentuan seperti transaksi manipulatif, fiktik, 
ataupun penipuan. A.S. hanya mengatur mengenai unsur-unsur yang 
menyebabkan opsi biner diperbolehkan untuk diperdagangkan, seperti 
halnya adanya unsur swap  yang ada juga pengaturannya dalam peraturan 
tentang perdagangan berjangka di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, 
apabila suatu ensitas atau broker yang tidak memiliki izin atau ilegal maka 
akibatnya perusahaan tersebut wajib diblokir dan tidak diperbolehkan 
untuk diperdagangkan di Indonesia. Apabila terdapat masayrakat 
Indonesia yang memilih untuk melakukan transaksi opsi biner yang ilegal 
maka terdapat akibat dalam pemberian sanksi. Sehingga, seharusnya 
Indonesia memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat, dimana 
melihat suatu perdagangan itu dari unsur-unsurnya, bukan dari sifat 
seseorang dalam menggunakan objek perdagangan tersebut, karena opsi 
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biner pada sejatinya merupakan salah satu bentuk investasi yang sama 
saja dengan forex yang telah dilegalkan di Indonesia.  
 
B. Saran 
 Adapun beberapa saran dari penulis dari hasil penelitian skripsi ini, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Bagi Bappebti 
 Sebaiknya perdagangan opsi biner dapat diterima dan 
dikelompokkan sebagai salah satu jenis perdagangan berjangka seperti 
layaknya perdagangan foreign exchange  yang sudah diatur terlebih dahulu 
sebelumnya dan diperbolehkan bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan 
pada dasarnya opsi biner merupakan perdagangan online yang memiliki 
objek dan beberapa unsur-unsur yang sama dengan forex dan termasuk 
dalam jenis investasi. Hal tersebut telah dijelaskan pada perdagangan opsi 
biner yang terdapat di Amerika Serikat yang lebih dahulu melegalkan 
perdagangan opsi biner. 
2. Bagi Masyarakat Pengguna Opsi Biner di Indonesia 
 Masyarakat Indonesia yang menggunakan opsi biner sebagai 
perdagangan diharapkan untuk lebih berhati-hati dikarenakan untuk saat 
ini payung hukum mengenai pelanggaran yang akan terjadi tidak dapat 
melindungi konsumen atau pengguna opsi biner tersebut, dikarenakan 
perusahaan opsi biner telah diblokir dan tidak memiliki legalitas di 
Indonesia. 
3. Bagi Mahasiswa Hukum 
 Mahasiswa hukum dapat menggunakan skripsi ini sebagai rujukan 
dalam melakukan pembelajaran mengenai perlindungan hukum bagi 
konsumen serta hukum dalam perusahaan mengenai legalitas usaha, 
khususnya dalam perdagangan opsi biner di Indonesia. Sebaiknya, 
mahasiswa juga dapat melakukan penelitian lebih komperhensif lagi 
mengenai perdagangan opsi biner di Indonesia demi terwujudnya hukum 
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